WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 2¢| / KPTS / DPMD / 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN

KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PRABUMULIH

Menimbang : a.

Mengingat: 1.

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, dan level 1
serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ditetapkan dengan
Keputusan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level
2. dan level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penycharén Corona Virus Disease 2019 di Kota

Prabumulih.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4113},

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641);

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level
2, dan level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Vinus Disease 2019 ;

. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016
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Menetapkan

KRESATU

KEDUA

10.

| i 7

lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumubhb Tahun 2020
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Prabumuhh Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anpggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah (APBD) Kota
Prabumuhh Tahun Angearan 2021 (Lembaran Daeranh Kota
Prabumulih Tahun 2020 Nomor 7);

Pernturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Praburmulih
Tahun Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kota Prabumubh Tahun
2020 Nomor 100).

MEMUTUSKARN :

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level
2, dan level 1 serta Mengopumalkan Posko Penanganan
Corona Virus hsease 20179 (i Tingkat Desa dan Kelurahan
untuk Pengendahan Penvebaran Corona Virus Dsease 2019
kota Prabumuhh

PPKM dengan kritenia level 3 (tiga), level 2 (dua) dan Level 1
[satu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
dilakukan dengan memperumbangkan kntena zonasi
pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT)
dengan kriteria sebagai benkut:

a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di
satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan
surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan
kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala,

b. zona kuning dengan kntena jika terdapat | (satu) sampai
dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif
dalam satu RT selama 7 (tujuh) han terakhir, maka
skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek
dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandin
untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan
ketat,

¢. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi posiuf
dalam satu RT selama 7 (tujuh) har terakhir, maka
skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek
dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandin
untuk pasien positilf dan kontak erat dengan pengawasan
lcetat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain
anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
dan
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KRETIGA

KEEMPAT

d zona merah dengan lknteria ik terdapat lebih dan S (Hima)
rumah dengan kasus konfivmasi posinf dalam satu BT
selama 7 (tujuhl han terakhic, maka skenanio pengendabinn
adalah pemberlakuan PPEM tinghat RT vang mencakup

I menemubkan knsus suspek dan pelacakon kontak erat,

2 melakukan  dsolast  mandit/  terpusat dengan
pengawasan ket

1 kegatan keagamaan i tempat ibadah ditiadakan
untuk  sementara waktu sampar dengan wiliavah
dimaksud tdak lag dinvatakan sebagm zona metah
berdasarkan  penetapan  Pemenntah Daerah dan
mengoptimalkan pelaksanaan ihadah dirumah,

4 menutup tempat bermain anak dan tempat umum

lainnya secara proporsional sesum dengan dinamilka

perkembangan penvebaran COVID 19, namun hal ini

dikecuahkan bag sektor esensial,

melarang kerumuman lenh dan 3 (tiga) orang,

6. membatas: keluar masuk wilavah RT maksimal hingga

Pukul 20 00, dan

memadakan kegiatan sosinl masvarakat di hngkungan

RT vang memimbulkan kerumunan dan  berpotens

wn

= |

memmbulkan penularan,

Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksad pada
huruf a sampai dengan hurufl d ditetapkan oleh Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan COVID 19 Nasional

PPRM dengan level 3 (uga), level 2 (dua) dan Level 1 (satu)
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan melalu
koordinasi antara seluruh unsur vang terhbat, mula dan
ketua RT/RW, Kepala Dusun, hepala Desa/Lurah, Satuan
Perlindungan Masyarakat (Sathnmas), Bintara Pembina Desa
(Babinsa), Bhavangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masvarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), T'm Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Pos Pelavanan Keluarga Berencana
kesehatan Terpadu  (Posvandu), Dasawisma, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda,
Penvuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang
Taruna serta relawan lainnya.

Mekanisme  koordinasi, pengawasan dan  evaluasi

pelaksanaan PPKM dengan knteria level 3 (tiga), level 2 (dua)

dan level 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA
dilakukan dengan :

a. membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan
Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko
dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko
dimaksud agar mengoptimalkan peran dan [ungsinya
serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala
Rukun Tetangga (RT);
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RISLINA

KREENAM

KETUJUH

b untuk supervisi dan pelaporan Poskeo tUngkat Desa doan
Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah
vang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap
wilavah vang telah membentuk Posko Kecamatan apar
lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, dan

vo pelaksanaan sebapgaimann dimaksud  dalon hurul  a,
khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetaphkan atau
melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada diktum KEEMPAT adalah lokasi atau tempat yang

menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan

kelurahan vang memiliki empat fungsi, yaitu :

n. pencegahan,

b, penanganan,

¢. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan

Dalam melaksanakan fungs) sebagaimana dimaksud pada
diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan
berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan,
Kabupaten/kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Kepohsian Negara Repubhk Indonesia (POLRI), dan
disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementernan
kesehatan dan Kementerian Dalam Negen.

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tngkat
Desa dan Kelurahan COVID-19 di ingkat Desa dan Kelurahan
dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah
sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa
dan dapat didukung dan sumber pendapatan desa lainnya
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota;

c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas
dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan
treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian
Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup
dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan
Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian
Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian
Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
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KREDELAPAN o Pengoluran untuk wilnyanh yong ditetnplaom sebapni atunestnen
dengan kriteria level 3 (tign) sebagoimonn dimeksud dilitum
KESATU dilaksanakan denpan ketentuan sebuogan berdloal

i, pelaksanoan  kepinton  belngone mengnjor (sekolah,

by,

e.

perpurunn tingel, nkademi, tempont peandidikan /pelatibian,
dilakulkan secorn daring/online,

pelaksanaan  keginlan i tempat  leerjn/ perkiantoran
diberlalkukan 75% [tujuh polub Timn Persen) Work From
Home (WEFH) dan 25% [dun puluby lima Persen) Wark From
Office (WIFQ) dengan penerapnn protokol kesehaton yang,
lebih ketat,

Pelaksanaan  kegintan  pada  seklor  esensinl - sepertd
|\'.EEE|‘1IIH'IIL hahnon panpan, makanan, minuman, energl,
komunikasi  dan  teknolop informanl,  keuanpan,
perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistil,
perhotelan, konstruksi, industri  strategis, pelayanan
dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, industri yang
ditetapkan sebapai  objele vital  nasional  serta objek
tertentu, tempat yang menyedinkan kebutuhan sehari-han
vang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat
(pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik yang
berada pada lokasi tersendin maupun yvang berlokasi pada
pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi  100%,
[seratus persen) dengan pengaturan jam operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat,

Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong,
agen/outlet voucher, barbershop/pangkasrambt, laundry,
pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unpggas,
pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan,
dan lain-lain  yang sejenis  diizinkan  buka dengan
penerapan protokol kesehatan ketat, memakai masker,
mencuci tangan menggunakan sabun atau Hand sanitizer.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :

1. warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan
sejenisnya diizinkan dibuka dengan penerapan protokol
kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan,
Hand sanitizer,

2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yvang berada

pada lokasi sendiri dapat melayani makan
ditempat/dine-in dengan kapasitas 25% (dua puluh
lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/

delivery/take away dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat; dan
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restoran /rumah makan, kafe dengan skala sedang dan
besar baik vang berada pada lokasi tersendir maupun
vang berlokas: pada pusat perbelanmjaan/mall hamva
menenma  delvery/take away dan tdak menenma
makan ditempat (dine inl,

Pelaksanaan pada pusat perbenajaan /mall/pusat
perdagangan

1. pembatasan jam operasional sampa dengan Pusul
17 00 waktu setempat. dan

2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 %, (dua
puluh lima persen) dengan penerapan profOKol
kesehatan vang lebih ketat

mengunkan kegatan konstruks: (tempat konstruxs: dan
lokas: provek) beroperas: 1007 (seratus persen| dengan
penerapan protokol kesehatan vang lebth ketat,

tempat ibadah (Maspd, Musholla, Gereja, Pura, Vihara
dan Klenteng serta tempat lainnya vang difungukan
scbagal tempat 1badah) dapat mengadakan kegatan
penbadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan
kapasitas maksimal 25% (dua puluh Lma persen) dan
mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di: rumah dengan
memperhatitkan pengaturan teknis dan Kementenan
Agama;

Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fas:iitas umum,
taman umum, tempat wisata umum atau area publik
lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampa: dengan
wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan
penetapan pemerintah daerah setempat,

Pelaksanaan kegatan sem, sosial kemasvarakatan |
Lokasi seni, budaya dan sos:al vang dapat menimbulkan
keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara
waktu, sampai dengan wilayvah dimaksud dinvatakan
aman berdasarkan penetapan pemenntah daerzh
setempal,

kegiatan olahraga/pertandingan  olahraga  dapat
dilaksanakan sepanjang odak melibatkan penonton aau
supporter dengan penerapan protoko! kesehatan vang
ketat,

untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan
(kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh Lma
persen) dan kapasitas dan tidak ada hidangan makanan
ditempat;
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KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

m. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan

luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum
vang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)
ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah
dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan
pemerintah daerah setempat;

. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,

taksi (konvensional dan online)] dan kendaraan
sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas
maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat,

. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil

pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh
(pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis
pertama);

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta
Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan
keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan
sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku
untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai
contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang
lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu
vaksin,

0. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat

melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak
diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan
masker.

Walikota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang
dapat menimbulkan kerumunan.

Walikota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri

dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga)
COVID-19.

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan
prinsip sebagai berikut:

d.

COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,
pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit),
interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan
bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak
memakai masker seperti pada saat makan bersama;
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. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah
protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan
setiap orang;

. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara
berulang terutama setelah menyentuh benda yang
disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan
tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu
dihindari;

. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi,
penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan
pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan
mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor
ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan
dalam beraktivitas;

pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai benkut:

1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya
dengan orang-orang vang tinggal serumabh,;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu
mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam
berinteraksi dengan orang lain.
Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain
yang tidak tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.

. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau
menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,
penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk
mengurangi durasi interaksi.

. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan
yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam
ruangan; dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memilik
ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela
dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.
Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka,
maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air
(HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas,
maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi
mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

penguatan 3T (testing, tracing, treatment] perlu terus
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diterapkan

1) testing periu ditingkatkan sesua: dengan USgkat
posttuaty rate mingguan, dengan ketentuan sedaga
benkut

Positivity rate mingguan

; e . _— e s
13% AR
' § %y <]5% g
N IF."-"-'_' E_J
— TR T -
Testing periu terus dilakukan dengan target Fossuwy
<]10°: (sepuluh persen] tesuing periu  teTus

dittnggkatkan terhadap suspek. satu mereka yang
bergejala dan juga kontak erat Target orang ciies per
han untuk Provins: Sumatera Selatan Mengkutu Tabel
PPKM Level 3 {ugal Benkut

No Provins: Kabupaten/Kota '3',.:'__“; 'H'E'_:"L
i | Bamjuasn 1882
2 KotaPagarAlam 303
| & | Kota Prabumulth =~~~ 416
4 Lahat 892
5 " MuaraEmm 1304
6| Sumatera [ i RawasUwm | 422
o Selatan e i T
, __Ogan lir | .1
8 e - 3 b 508
9 __OKkUS 797
10_ ORUT 1.477
11 PALI 29

2) tracing perlu dilakukan sampa: mencapai lebth dan 15
kontak erat per kasus konfirmas: Karantina periu
dilakukan pada vang dudennfikas: sebagar kontak
erat. Setelah diudennfikas: kontak erat harus segera
dipenksa (entry-test) dan karantina periu dyalankan
Jika hasil pemenksaan posinf maka periu dilakukan
isolasi. Jika hasil pemenksaan negauf maka periu
dilanjutkan karanuna. Pada han ke-3 karanuna, periu
dilakukan pemenksaan kembal [ewi-tesr) untuk
melihat apakah wvirus terdeteks: setelah/selama masa
inkubasi. Jika negatf, maka pasien dianggap selesa:
karantina; dan

3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensi{ sesuati
dengan berat gejala. Hanva pasien bergejala sedang.
berat, dan knds yang perlu dirawat di rumah sakit
Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah
penularan.

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk
melindungi sebanyak mungkin orang dan upava ini
dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta
mengutamakan keselamatan mereka vang rentan untuk
meninggal (seperti Manusia lanjut usia/manula. orang
dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan vang
terbatas dan dampak jangka panjang dan infeksi COVID-
19,
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KEDUA BELAS

RETIGA BELAS

KREEMPAT
BELAS

Pengaturan pemberiakuan pembatasan dilakukan di Provinsi

vang menjadi wilavah priorites, dengan pertimbangan wilayah

rersebur memenuhi salah satu atau lebih unsur dari 5 (lima)
parameter vang tersebut pada diktum KESEBELAS serta
perimbangan lain untuk memperkuat upayva pengendalian
COVID-19.

Posko tngkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam
pelaksanaanva dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga
Permasvarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD),
Lembaga Pemberdavaan Masvarakat (LPM) dan Mitra Desa
lainnva dan posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah
vang dalam pelaksanaanya di bantu oleh Aparat Kelurahan,
dan kepada masing-masing Posko dibantu oleh Satlinmas,
Babinsa, Bhabinkamtbmas, Karang Taruna dan Tokch
Masvarakat

Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1
(satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai benkut:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah,
Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat
Pendidikan /Pelatihan):

1) untuk wilavah vang berada dalam Zona Hijau dan
Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar
mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari
Kementerian Pendidikan, Kebudavaan, Riset dan
Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketar; dan

2) untuk wilavah yvang berada dalam Zona Oranye dan
Zona Merah, melaksanakan kegiatan belajar
mengajar secara daring (online).

b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja

(Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran
BUMN/BUMD /Swasta):

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau,
pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work
From Home (WFH] sebesar 25% (lima puluh persen)

dan Work From Office (WFO) sebesar 75% (lima puluh
persen);

2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning,
pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work
From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen)

dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh
persen);
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3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan
Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan
menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima
persen); dan

4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud
pada angka 1), angka 2) dan angka 3) diatas,
dilakukan dengan:

a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih
ketat;

b) pengaturan waktu kerja secara bergantian,

c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke
daerah lain; dan

d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan
dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga
atau masingmasing Pemerintah Daerah,

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti,
kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi,
komunikasi dan teknologi informasi, keuangan,
perbankan, sistemn pembayaran, pasar modal, logistik,
perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan
dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri
vang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek
tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-
hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok
masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket)
baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang
berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat
beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan
jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat,

d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong,
agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut,
laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar
burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel
kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis
diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat,
memakai masker, mencuci tangan dengan SABUN

[/ handsarnitizer, yang pengaturan teknisnyva diatur oleh
Pemerintah Daerah.

e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :

1) warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan
dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol
kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan,

handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur
oleh Pemerintah Daerah;
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2) tumah makon frestornn knde, baik yang berada pada
olinsi teraendin maupun yang berlokasi pada pusat
petbelanfonn /mall:

n) malkan /minum di tempat:

(1) untul  wilnynh ynng, beranda  dalamm Zona
Hijou, sebensar 75% (tajuh puluh limn persen)
dael knpanltng,

(2) untuk  wilnynh  yang berida  dalam  Zona
Kuning, sebesar 50% (lima puluh persen) dari
knpasitan; dan

(3) untuk  wilnyah  yang berada dalam  Zona
Oranyve dan Zonn Merah, sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari kapasitas,

) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul
17.00 wakiu setempat,

¢) untuk layanan  makanan  melalui pesan-
antar/dibawn  pulang tetap diozinkan sampai
dengan jonm 20.00 waktu setempat;

d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-
antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24
(dua puluh empat) jam; dan

¢) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan
dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat,

[. pelaksanaan kepiatan pada pusat
perbelanjnan/mall/pusat perdagangan:

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:

a) pembatasan jam operasional sampai dengan
Pulcul 21.00 waktu setempat; dan

b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 73%
(lujuh puluh lima persen] dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat,

2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:

a) pembatasan jam operasional sampai dengan
Pulkul 20.00 waktu setempat; dan

b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50%
(lima puluh persen) dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat,
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3] untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan
Zona Merah:

a) pembatasan jam operasional sampai dengan
Pukul 17.00 waktu setempat; dan

b} pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25%
(dua puluh lima persen] dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat,

. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi
dan lokasi proyek] dapat beroperasi 100% (seratus
persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat;

. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di
Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat
ibadah lainnya):

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau,
kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat
dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima
persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan
pengaturan teknis dari Kementerian Agama,

2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning,
kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat
dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan
teknis dari Kementerian Agama;

3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye,
kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat
dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima
persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan
pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah,
kegiatan peribadatan pada tempat ibadah tidak
mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan
berjamaah sementara waktu sesuai dengan
penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih
mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,
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i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum,
taman umum, tempat wisata umum atau area publik
lainnya):

1)

2)

3)

untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau,
diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning,
diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas
maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah; dan

untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan
Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu
sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman
berdasarkan  penetapan  Pemerintah  Daerah
setempat,

pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial

kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang
dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

1)

2)

3)

untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau,
diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;

untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning,
diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas
maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih Kketat
dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh
Pemerintah Daerah; dan

untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan
Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu
sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman
berdasarkan  penetapan  Pemerintah  Daerah
setempat;
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k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan

(kemasyarakatan):

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau,
diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan
yvang ketat dan tidak ada hidangan makanan
ditempat; dan

2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau,
diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima
persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan
makanan ditempat,

. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan

luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat
umum yang dapat menimbulkan keramaian dan
kerumunan):

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan
Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan
kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen)
dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah setempat; dan

2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah,
ditutup untuk sementara waktu sampai dengan
wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan
penetapan Pemerintah Daerah setempat,

. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum,
angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ajek
(pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental),
dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan
kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih
lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.
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KELIMABELAS

KEENAM BELAS

KETUJUH
BELAS

Selaln peonpgatinon PPN, apme Pemerttahe Provinst dan
Kabupoten/Kotn wampad dengon Peamerintah Deonn I LLNeT
Kelurabinn lebith menpintenstilom thwipbine pretolond Lieselutnn
don upnyee penanpaoann keselidon (embogiban masler dan
menppindaon monkeer vy bodle dwene Beae, meneue b
menpgpunndan wabon wlo bl sandtieer, menjopn jarak,
menpghindord Kevamonoan yong berpotenst  mentmbiallan
penulaton dan wengiiangl  mobilites),  disminping i
mempetkuat lemmmpuan, sisten dan msnmgemen fracing,
pethallcan teatment  tevpusinde pendngbathon fasilitas
Kesehaton  (tempat  tdur,  roang 1CU, maupun tempat
solani/ knranting, koordinoasd amtar doaerahy yong berdebation
melalui Sistem Pennnpgalongan Gownt Docarat Terpado
(SPGDT) untule redintribust pasien dan tenapa kesebintan
sesunl denpon kewenonnpnn masing masing

Penyedinan anggonran untube pelnksanann kelnjakan PPKM
Level 3 (tign), Level 2 (dun) dan Level | (satu)  dapat
dilaksannkon melalui perubahon Peraturan Kepala Daerah
tentang Pengaboran Angggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tohun Anggaran 2001 dan dilaporkan kepada
Pimpinan Dewan Perwalolon Rakyat Daerah (DPRD), untuk
selanjutnyn dinnpgarlaon dalnm Peraturan Daetah tentang
Perubahan APBD Toahun Anpggaran 2021 atau ditmpung
dalam Laporan Renlinasi Anggaran (LRA) bagi Pemernntah
Daerah  yang tidak melakulkan  perubahan APBD Tahun
Anpggaran 2021,

a. untuk pelaku usaba, restoran, pusal perbelanjnan,
transportasi umum  yang  tidak melaksanalkan
ketentuan sebagnimana dimaksud dalam Keputusan
Walikola ini, dikenakan sankst administratil sampal
dengan penutupan usaha sesual kelentuan pernturan
perundang-undanpan, dan

b, setiap orang dapalt dikenakan sanksi bagi  yang
melakukan pelangparan dolam rangka pengendalion
wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212
sampai dengan Pasal 218;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular;

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan; dan

4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkail,
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KEDELAPAN . Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli
BELAS 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ~ 2¢ Juli 2021
——
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Tembusan Kepada Yth :
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Inspektur Kota Prabumulih.

Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih.
Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

Dinas Sosial Kota Prabumulih.
Disperindag. Kota Prabumulih.

Camat Se-Kota Prabumulih.
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